
WALi KOTA BALIKPAPAN 

PROVINS! KALIMANTAN TIMUR 

PERATURAN WALi KOTA BALIKPAPAN 

NOMOR 27 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2021 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALi KOTA BALIKPAPAN, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Wali 

Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 

tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 

Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 

Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah 

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
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Menetapkan 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2021 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota 

Balikpapan Tahun 2021 Nomor 4); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Balikpapan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan. 
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4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 

Pasal 2 

APBD tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp2.292 .285.370.623,00 bertambah 

sebesar Rp565.592.903.309,00 sehingga menjadi Rp2.857.878.273.932,00, 

dengan rincian sebagai berikut: 

1. pendapatan daerah 

a. semula 

b. bertambah 

Rp2 .179.152.180.000,00 

Rp42. 997 .852 .524,00 

jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp2 .222.150.032.524,00 

2. belanja daerah 

a. semula 

b. bertambah 

Rp2.283. 785.370.623,00 

Rp542.651.645.896,00 

jumlah belanja daerah setelah perubahan 

(defisit) setelah perubahan 

Rp2.826.437.016.519,00 

(Rp604.286.983.995,00) 

3. pembiayaan daerah 

a. penerimaan pembiayaan 

1) semula Rpl 13.133.190.623.00 

2) bertambah Rp522.595.050. 785,00 

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan 

Rp635. 728.241.408,00 

b . pengeluaran pembiayaan 

1) semula Rp8.500.000.000,00 

2) bertambah Rp22 .941.257.413,00 

jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan 

Rp31.441.257 .413,00 

jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp604.286.983.995,00 

sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan RpNIHIL. 

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Wali Kota ini yang terdiri atas: 

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi 

Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, 

Belanja, dan Pembiayaan; 
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2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, 

dan Pembiayaan; 

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; 

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 

Bantuan Sosial; 

5. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, 

Belanja dan Pembiayaan; 

6. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 

Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas 

Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 

Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, 

Belanja dan Pembiayaan; 

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah pada Daerah 

Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang 

APBD dan Rancangan Peraturan W ali Kota ten tang Penjabaran 

APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara. 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

Pasal 5 

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali 

Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan 

kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan. 
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Pasal 6 

Peraturan W ali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wall 

Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan. 

Diundangkan di Balikpapan 

pada tanggal 25 Oktober 2021 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN, 

Ttd. 

SAYID MN FADLI 

Ditetapkan di Balikpapan 

pada tanggal 25 Oktober 2021 

WALI KOTA BALIKPAPAN, 

Ttd. 

RAHMAD MAS'UD 

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021 NOMOR 28 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
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